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BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 
 

Kepailitan berhubungan erat dengan ketidakmampuan untuk membayar 
dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo sebagaimana 
yang sudah sampaikan di atas, adapun ketidak mampuan tersebut harus disertai 
suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh 
debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga, Maksud dari pengajuan 
permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak 
mampu membayar, Untuk melindungi hak serta kewajiban antara debitur dan 
kreditur maka di bentuk lah Undang-Undang  No 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan, sebagaima di terapkan pada Pasal 2 ayat (1) juncto Undang-Undang 
No 37 Tahun 2004 “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak 
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang 
No 37 Tahun 2004 Menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus 
dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana 
bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
juncto telah terpenuhi, berdasarkan Undang-Undang tersebut maka penerapan yang 
dilakukan oleh pengadilan niaga terhadap kreditur termohon pailit menyatakan pailit 
terhadap debitur PT. Jasamarine engginering dengan segala akibat hukumnya pada 
putusan No 08/pdt.sus-Pailit/PN/Mdn/2015 yang memenuhi syarat sebagai debitur 
yang dapat dinyatakan apailit sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto dan pasal 8 
ayat (4) Undang Undang No 37 Tahun 2004, seperti dan apabila sebuah badan 
hukum telah dinyatakan pailit maka harta pailit lah yang akan menjadi pelunas dari 
hutang piutang kreditur yang telah jatuh waktu. Dalam sistem hukum  kepailitan di 
Indonesia,insolvensi adalah tahapan berikutnya dari pailit, setelah badan hukum 
dinyatakan pailit oleh pengadilan pihak pailit masih di beri kesempatan untuk 
menawarkan rencana perdamaian(composition plan),apabila rencana perdamaian 
ditolak oleh kreditur,barulah debitur berada dalam keadaan tidak mampu 
membayar hutangnya(insolven), ketentuan ini di atur dalam Pasal 178 ayat (1) 
Undang Undang No 37 Tahun 2004 sebagai berikut, jika dalam rapat pencocokan 
piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian,rencana perdamaian yang 
ditawarkan tidak di terima,atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan 
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putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,demi hukum harta pailit 
berada dalam keadaan insolvensi. Ada pun Jenis penelitian yang digunakan yaitu 
Penelitian Hukum Normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan 
mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atau sumber 
bacaan (Putusan No 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Medan), berdasarkan Undang-
Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.Sebagaimana diketahui bahwa 
tuntutan yang bertujuan untuk pemenuhan suatu perikatandari harta kepailitan 
(boedel), tidak dapat dilakukan selain dengan cara verifikasi ( Pasal 25 Peraturan 
Kepailitan). Tuntutan yang berpokok pada hak dan kewajiban yang termasuk 
dalam boedel harus dilakukan oleh atau terhadap balai harta peninggalan. 

 
Kata Kunci: Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan Terhadap Badan Hukum 
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